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ABSTRAK 
 
PURNAMA SARI AFRIANA (E211 12 263), OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK 
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, xiii + 95 halaman + 8 
gambar + 13 tabel + 7 lampiran + 21 pustaka (1995-2014). Dibimbing Oleh Drs. 
Nelman Edy, M.Si and Dr. La Tamba, M.Si. 
Sehubungan dengan adanya otonomi, daerah dituntut untuk dapat 
membiayai  pembiayaan otonomi daerah. Pemberlakuan pajak dan retribusi 
daerah sebagai sumber penerimaan utama daerah, membuat pemerintah harus 
berusaha keras untuk meningkatkan penerimaan daerah dari segi pajak dan 
retribusi. Salah satu jenis pajak yang peranannya besar dalam Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. Pada kenyataanya pemungutan pajak mineral bukan logam ini belum 
optimal ini tercermin dari realisasi dari penerimaan pajak ini pada tahun 2014 
masih belum mencapai target yang ditentukan yaitu hanya sekitar 61,27% hal 
inilah yang melatarbelakangi adanya penelitian mengenai optimalisasi 
pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka peningkatan 
pendapatan asli daerah kabupaten tanah bumbu ini. 
 
 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui 
optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka 
peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten tanah bumbu. Penelitian ini 
menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau 
penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari 
objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan observasi. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan 
pajak mineral bukan logam dan batuan masih belum optimal, hal ini dikarenakan 
belum tercapainya target dan realisasi yang telah ditentukan. Pada tahun 2010 
hingga 2012 tidak mencapai target. Pada tahun 2013 melebihi target yang 
ditentukan namun turun lagi sekitar 46.69% dari pencapaian tahun sebelumnya. 
Hal ini dikarenakan petugas pemungutan pajak yang masih kurang baik dalam 
hal jumlah maupun keterampilan, dikarenakan kurangnya pelatihan yang 
diikuti,sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pemungutan pajak 
masih belum memadai karena dari segi jumlah masih sangat kurang, serta masih 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 
 
Kata kunci :Optimalisasi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 
Pendapatan Asli Daerah,  
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ABSTRACT 
PURNAMA SARI AFRIANA (E211 12 263), OPTIMIZATION OF NON-METAL MINERAL 
TAX COLLECTION AND ROCK IN THE FRAMEWORK OF REVENUE IMPROVEMENT 
DISTRICT TANAH BUMBU XIII + 97  Pages+ 8 picture+ 32 tables + 7 attachment+ 21 
library (1995-2014). Is guided by Drs. Nelman Edy, M.Si and Dr. La Tamba, M.Si. 
In relation to the autonomy, the area required to finance the funding of 
regional autonomy.Imposition of taxes and levies as the region's major revenue 
source, making the government must strive to increase local revenues in terms of 
taxes and levies.One type of tax that a large role in the Regional Income Tax 
Tanah Bumbu is a Non Metallic Minerals and rocks.In fact the non-metal mineral 
taxation is not optimal is reflected in the realization of this tax revenue in 2014 
has yet to reach a specified target that is only about 61.27%, this is what lies 
behind their research on optimization of tax non-metallic minerals and rocks in 
order to increase local revenue district of Tanah Bumbu regency. 
Generally, this study aimed to determine the optimization of tax non-
metallic minerals and rocks in order to increase local revenue district of Tanah 
Bumbu regency.This study used a qualitative descriptive study that provides an 
overview or an exact explanation objectively related to the actual state of the 
object under study.The data collection techniques used were interviews and 
observation. 
From the research carried out showed that the management of tax non-metallic 
minerals and rocks are still not optimal, this is due to not achieving the targets 
and realization have been determined.In 2010 and 2012 did not achieve the 
target.In 2013 exceeded the specified targets but fell again around 46.69% from 
the previous year. This is because the clerk taxation is still not good in terms of 
numbers and skills, due to lack of training followed, facilities and infrastructure 
that support the process of tax collection is still inadequate because in terms of 
the number is still lacking, as well as the lack of awareness of society in pay the 
tax. 
Keywords: Optimization, Tax Non Metallic Minerals and Rocks, PAD 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Sehubungan dengan adanya otonomi, daerah dituntut untuk dapat 
membiayai  pembiayaan otonomi daerah. Pada prinsipnya sumber pendanaan di 
daerah itu merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah. Hubungan keuangan pusat-daerah dikembangkan untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari berbagai alternatife penerimaan 
daerah yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang 
Pemeritahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu 
sumber penerimaan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi 
masing-masing daerah.  
Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan 
daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai 
pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga 
berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat 
yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang 
memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah  maupun yang 
menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak 
dan retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses 
pungutan pajak dan retribusi daerah akan dibebankan kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retibusi daerah 
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dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab 
(Marihot, 2005:3). 
Seperti yang telah diatur di Pasal 2 ayat (26) Undang-undang No. 34 tahun  
2000 Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah menyebutkan definisi pajak daerah dan retribusi daerah 
adalah sebagai berikut : 
“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” 
Kabupaten Tanah Bumbu penulis jadikan sebagai daerah pilihan dalam 
penelitian ini, karena daerah ini merupakan daerah baru (dalam istilah UU No. 32 
tahun 2004 disebut Kota Kabupaten) di Provisnsi Kalimantan Selatan yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi 
Kalimantan Selatan. Di sisi lain sebagai Ibukota Kabupaten, Tanah Bumbu juga 
mengahadapi berbagai permasalahan sebagai Kabupaten baru berkenaan 
dengan perkembangan masyarakat di segala bidang kehidupan. 
Kabupaten Tanah Bumbu yang notabenenya merupakan kawasan 
pertambangan, dimungkinkan untuk pemungutan pajak yang terbesar 
dikabupaten ini merupakan pajak yang berkenaan dengan sektor pertambangan. 
dikutip dari Monografi Kabupaten Tanah Bumbu Pada tahun 2013, Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Bumbu atas dasar harga 
berlaku, sebesar 8,947 trilyun Rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2000, 
PDRB Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 3,880 trilyun rupiah. Sektor yang paling 
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besar peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Bumbu adalah 
sektor Pertambangan dan Penggalian (43,87 persen), kemudian disusul sektor 
Pertanian sebesar 13,54 persen.  
Gambar I.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 
 
Sumber : Monografi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 
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Laju pertumbuhan PDRB Tanah Bumbu pada tahun 2013 sebesar 5,58 
persen. Sektor yang mencatat pertumbuhan terbesar adalah sektor keuangan, 
persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 11,77 persen, sedangkan sektor 
tambang yang notabene paling besar peranannya justru mengalami 
pertumbuhan yang paling rendah yakni 3,94 persen. 
Gambar I.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 
 
Sumber : Monografi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian 
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asli daerah malah mengalami kemunduran dari segi pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Tanah Bumbu.  
Tabel I.1 
Rekapitulasi APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 s/d 2015 
TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE 
2010 782,647,009,079,63 628,574,142,719,52 80.31% 
2011 770,403,727,673,48 884,715,989,691,00 114.84% 
2012 897,825,785,294,00 1,146,103,774,312,00 127.65% 
2013 1,020,265,420,750,00 1,077,624,762,568,13 105.62% 
2014 1,281,863,972,789,00 1,195,683,932,471,91 93,28% 
2015 1,522,214,197,329,00 - 0.00% 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Tanah Bumbu, Januari 2016 
Dilihat dari segi APBD kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2010 hingga 
2012 mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2013 
mengalami penurunan hingga tahun 2014 bahkan tidak mencapai target yang 
ditentukan. 
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang merupakan salah satu 
sumber pendapat dari sektor pertambangan di Kab. Tanah Bumbu. Di dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (29 dan 30), disebutkan 
bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam 
dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud  
dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan 
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batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang mineral dan batu bara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
merupakan pengganti dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golomgan C yang 
sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000. 
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 tahun 2005 
tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, menyebutkan Pajak 
pengambilan bahan galian golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah 
pungutan Daerah atas pengambilan bahan galian golongan C. Bahan galian 
golongan C adalah bahan-bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Saat ini, sampai dengan diberlakukannya ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya tentang Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan, pemerintah kabupaten/kota masih dimungkinkan untuk memungut 
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Pengambilan Bahan 
Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian 
golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana yang dimaksud 
dalam peratuaran perundang-undangan yang berlaku (Marihot, 2013:434).  
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Tabel I.2 
Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 
(MBLB) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 S/D 
2015 
NO TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE 
     
1 2010 1,000,000,000,00 530,826,938,00 53.08% 
2 2011 879,999,200,00 641,765,516,00 72.92% 
3 2012 879,999,200,00 687,821,076,00 78.16% 
4 2013 879,999,200,00 950,056,305,70 107.96% 
5 2014 879,999,000,00 539,214,920,20 61.27% 
6 2015 879,999,000,00 - 0.00% 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Tanah Bumbu, Januari 2016 
Proses pemungutan pajak dewasa ini masih belum optimal karena masih 
kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan. Hal ini dapat dilihat dari data diatas yang menunjukkan pada tahun 
2010 hingga 2012 tidak mencapai target. Pada tahun 2013 melebihi target yang 
ditentukan namun turun lagi sekitar 46.69% dari pencapaian tahun sebelumnya.  
Pemungutan pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap sumber 
penerimaan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) harus merupakan pendapatan terbesar Pemerintah Daerah. Oleh 
karena itu penggalian sumber-sumber dan peningkatan pendapatan asli daerah 
haruslah mendapat perhatian yang utama, apalagi setelah diundangkannya 
Undang-undang No. 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi 
Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang 
kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 
Upaya ini harus ditangani lebih sungguh-sungguh dan memerlukan dukungan 
perbagai pihak, tertutama Pemerintah Daerah Tingkat  I  Kalimantan Selatan dan 
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Pemerintah Pusat, serta kemampuan-kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanah 
Bumbu sendiri serta partisipasi masyarakat yang harus dioptimalkan. 
Tabel I.3 
Sumbangsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu Ke 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Tahun 2010 S/D 2014 
NO TAHUN APBD PAD PERSENTASE 
     
1 2010 628,574,142,719,52 24,093,777,201,52 3.83% 
2 2011 884,715,989,691,00 37,664,573,735,00 4.25% 
3 2012 1,146,103,774,312,00 75,426,178,396,00 6.58% 
4 2013 1,077,624,762,568,13 84,464,250,169,63 7.83% 
5 2014 1,195,683,932,471,91 177,751,306,727,41 14.86% 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Tanah Bumbu, Januari 2016 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa peran PAD sebagai sumber 
pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD 
setiap tahun relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju 
pertumbuhan ekonomi daerah. untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan 
kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya acara adalah 
menarik investasi swasta domestik ke daerah.  
Rendahnya potensi PAD disebabkan oleh faktor (Erry, 2005: 51-52) yang 
dikutip dari skripsi Ade Rahmi (2013): 
a. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh 
instansi yang lebih tinggi, misalnya PKB. 
b. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah. 
c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan 
pungutan lainnya . 
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d. Adanya kebocoran-kebocoran/kolusi. 
e. Biaya pemungutan masih tinggi. 
f. Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurangi 
penerimaan PAD. 
g. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan baik 
besaran tarifnya maupun sistem pemungutannya. 
h. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah. 
Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya 
penerimaan dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanankan secara terus 
menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar pendapatan asli 
daerah tersebut terus meningkat. pemerintah diharapkan dapat meningkatkan 
PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, 
sehingga meningkatkan otonomi dan keluasan daerah. Langkah penting yang 
harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah 
adalah menghitung potensi PAD yang ril dimiliki daerah. mengoptimalisasi PAD 
akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 
karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut 
Dari uraian diatas, penulis berusaha untuk meneliti permasalahan yang 
berhubungan dengan pemungutan pajak daerah dalam rangka peningkatan 
pendapatan asli daerah melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
pemungutan pajak daerah dengan menuangkannya dalam penelitian yang 
berjudul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu”. 
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I.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, penulis mengabil rumusan masalah “ 
Bagaimanakah Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu?”. 
I.3 Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam 
dan batuan dilihat dari segi Intensifikasi dan Ektensifikasi pemungutan pajak 
dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten tanah bumbu. 
I.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang 
ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: 
1. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 
manfaat bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian 
informasi atau sebagai referensi mengenai optimalisasi pemungutan 
pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka peningkatan 
pendapatan asli daerah kabupaten Tanah Bumbu. 
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini ini, diharapkan akan memberikan 
masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil 
kebijakan-kebijakan guna mengoptimalisasikan pemungutan pajak 
mineral bukan logam dan batuan dalam rangka peningkatan pendapatan 
asli daerah kabupaten Tanah Bumbu. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Dengan adanya Otonomi Daerah telah menyebabkan perubahan yang 
signifikan terhadap pengaturan hubungan Pusat dan Daerah. Khususnya dalam 
bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah 
diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus 
daerahnya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan 
mengontrol penggunaan dana, selain itu untuk menciptakan persaingan yang 
sehat antar daerah sehingga  mendorong timbulnya inovasi di berbagai daerah. 
Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih 
mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi 
kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan 
yang dapat diandalkan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat 
mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif 
penerimaan daerah yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang 
tentang Pemeritahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai 
salah satu sumber penerimaan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan 
kondisi masing-masing daerah. 
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Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari 
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golomgan C yang sebelumnya diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golomgan C adalah salah satu pajak 
yang dipungut di Kabupaten tanah bumbu yang merupakan pemasukan dari 
sector pajak terbesar kedua setelah pajak Restoran di Kabupaten Tanah Bumbu. 
Penelitian tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga pernah 
dilakukan oleh Siska Iktama tentang Analisis Potensi Dan Efektivitas 
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Tuban, 
menyatakan bahwa Strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tuban untuk 
mengoptimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
sosialisasi Perda kepada masyarakat dengan melibatkan aparat kecamatan, 
desa dan kelurahan setempat, melakukan pengawasan dan penegakan hukum 
kepada petugas pemungut dan wajib pajak, meningkatkan intensitas penagihan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, menambah jumlah petugas lapangan, 
melakukan cross check data dan catatan dengan instansi lain terkait pengelolaan 
bahan galian C, dan meningkatkan infrastruktur/pembangunan. 
II.1 OPTIMALISASI 
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi 
yaitu terletak pada tingkat kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah 
otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-
sumber keuangan sendiri, mengelolah dan menggunakan keuangan sendiri yang 
cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. 
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Ketergantungan kepada bantuan pusat harus diupayakan seminimal mungkin, 
sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian 
sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system 
pemerintahan Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimaisasi sumber-
sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. 
Untuk itu diperlukan intensifikasi dan eksntensifikasi subjek-objek pendapatan 
(Rahardjo Adisasmita, 2010:100) 
II.1.1 Intensifikasi  
Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) intensifikasi pajak dan retribusi 
daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan  retribusi daerah 
yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk : 
1. Perubahan tarif pajak dan retribusi daerah  
2. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah  
Menurut Supramo (2010:2) Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan 
pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui 
peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Sedangkan menurut 
Soemitro (1990: 77) Intensifikasi pajak daerah adalah memaksimalkan berbagai 
kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efesiensi dan 
efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi  atau 
peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah.   
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Menurut Kustiawan (2010:40) Upaya intensifikasi akan mencakup aspek 
kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang 
pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:  
a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola 
pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), berikut 
perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu 
dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur 
administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan 
lain-lain yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. 
b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, 
karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:  
1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah.  
2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi.  
3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang 
benar dan tepat pada waktunya. 
4) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam 
hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada 
akhirnya dapat mempermudah penagihannya.  
c. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi 
maupun operasional yang meliputi:  
1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan.  
2) Penyesuaian tarif.  
3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.  
d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi:  
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1) Pengawasan dan pengendalian yuridis  
2) Pengawasan dan pengendalian teknis  
3) Pengawasan dan pengendalian penata usahaan  
e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan cara 
meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola 
pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan 
aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program- 
program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan daerah.  
f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi  
Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat dilakukan 
adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah 
yang sudah ada, seperti melakukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan 
retribusi daerah. Dengan melakukan efektivitas dan efesiensi sumber atau objek 
pandapatan daerah, maka akan meningktakan produktivitas PAD tanpa harus 
melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan daerah yang baru yang 
memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Secara umum, upaya yang 
perlu dilakukan  oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan 
pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah 
dan retribusi daerah, anatara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut (menurut Rahardjo Adisasmita (2010: 101):  
1. Memperluas basis penerimaan  
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang 
dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap 
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potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak 
baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data 
objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari 
setiap jenis pungutan.  
2. Memperkuat proses pemungutan  
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu 
antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya 
tarif retribusi dan peningkatan SDM.  
3. Meningkatkan pengawasan  
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan 
pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses 
pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi 
terhadap pihak fiskus, serta  meningkatkan pembayaran pajak dan 
pelayanan yang diberikanoleh daerah.  
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. 
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki 
prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, 
meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.  
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih 
baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan 
instansi terkait di daerah.   
Dari beberapa pendapat ahli diatas, penulis mengambil 5 indikator utama 
untuk pengukuran Intensifikasi yaitu: 
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II.1.1.1 Sistem dan prosedur 
Dalam pedoman petugas organisasi dan metode kerja yang diterbitkan 
oleh lembaga adaministrasi Negara didefinisikan sebagai berikut: 
a. Sistem (sistem kerja) adalah suatu rangkaian daripada tata kerja dan 
prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola 
teratur dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. 
b. Prosedur (prosedur kerja) adalah rangkaian dapada tata kerja yang 
berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan 
tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian 
suatu bidang pekerjaan. 
Moenir (1980:49) menambahkan bahwa sebagai pusat administrasi, maka 
perkantoran akan menghasilkan (keluaran_output) sesuatu yang biasanya dalam 
wujud kertas, yang sangat didambakan oleh semua orang berkepentingan, 
seluruh proses administrasi yang dilakukan dalam perkantoran adalh proses 
layanan yang dikeluarkannya tertuju pada organisasi, kelompok atau instansi 
lain”. 
Mardiasmo (1997:8) menyebutkan ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu: 
1. Official assessment sistem, adalah memberikan wewenang kepada 
pemerintah ( fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 
wajib pajak 
Ciri-cirinya sebagai berikut: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus 
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b. Wajib pajak bersifat pasif 
c. Utang pajak timbuk setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 
(SKP) oleh fiskus 
2. Self assessment sistem, adalah sistem pemungutan yang 
memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak terhitung.  
Ciri-cirinya sebagai berikut: 
a. Wewenang untuk menentukan besaranya pajak terutang pada 
wajib pajak sendiri 
b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melapor sendiri pajak terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 
3. With holding sistem, adalah sistem pemungutan yang memberikan 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
Ciri-cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 
ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. 
II.1.1.2. Petugas pemungutan pajak 
Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang 
ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk 
melakukan penagihan/pemungutan terhadap  pajak. 
II.1.1.3 Sarana dan prasarana  
Sarana dan prasarana diyakini sangat berperan dalam peningkatan 
penerimaan pajak daerah karena merupakan sarana pendukung bagi kelancaran 
proses pemungutan dan penagihan pajak. Dalam hal ini baik kendaraan roda 
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dua (motor) maupun roda empat (mobil) sebagai alat transportasi. Dengan 
adanya alat transportasi waktu yang dikeluarkan dalam proses pemungutan 
pajak tidaka akan memakan waktu yang lama. 
Moenir (1995:119) yang menyatakan bahwa peran sarana dan prasarana, 
sebagai berikut: 
a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat 
menghemat waktu. 
b. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa 
c. Kualitas kerja lebih baik atau terjamin. 
d. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 
berkepentingan  
e. Ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin 
f. Lebih mudah, sederhana dalam gerak para pelakunya 
g. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan 
sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka. 
Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan 
memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pemungutan dan kegiatan 
lain yang terkait. 
II.1.1.4 Pengawasan 
Stephen P. Robins & Mary Coulter (1999), merumuskan pengawasan sama 
dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk 
memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah 
direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Selain 
itu, James AF. Stoner & R. Edward Freeman (1996), mengistilahkan 
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pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses yang 
memastikan bahwa aktifitas aktual sesuai dengan aktifitas yang direncanakan 
(Usman Effendi, 2014: 206). 
Menurut Murdick (Nanang Fattah, 1996:102), pengawasan merupakan 
proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan organisasi, seberapa pun 
luas dan rumitnya sebuah organisasi. Menurut paham klasik, pengawasan 
adalah suatu proses yang bersifat memaksa agar kegiatan pelaksanaan dapat 
disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan.  
Menurut Winardi (Sondang P. Siagian, 2000:257), pengawasan adalah 
semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan 
bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.  Selain itu Menurut 
Basu Swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-
kegiatn dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan, sedangkan Komaruddin, 
pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelakasana 
aktual rencana, dan awal untuk rencana perbaikan terhadap penyimpangan dan 
rencana yang berarti (Rusdiana & Ahmad Ghazin, 2014:210). 
a.  Fungsi, Sasaran dan Tujuan Pengawasan 
1. Fungsi pengawasan 
Pengawasan mempunyai beberapa fungsi pokok, diantaranya sebagai 
berikut: 
a. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan; 
maksudnya bahwa pengawasan dapat mencegah kemungkinan 
terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahn, serta penyelewengan. 
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b. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi; 
artinya, dengan pengawasan, dapat dilakukan tindakan perbaikan 
terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak terus 
berlarut-larut, yang akhirnya dapat mengakibatkan kerugian pada 
organisasi. 
c. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap karyawan atau para 
pekerja dalam melakukan tugas yang dibebankannya. Untuk 
meningkatkan rasa tanggung jawab dapat pula ditempuh suatu cara 
yaitu membuat laporan secara tertulis mengenai peyimpangan 
tersebut. 
d. Mendinamisasikan organisasi serta semua kegiatan manajemen 
lainnya, yaitu dengan adanya pengawasan diharapkan sedini 
mungkin terjadinya penyimpangan dapat dicegah. 
2. Sasaran dan Tujuan Pengawasan 
Sasaran dan tujuan pengawasan yaitu: 
a. Mencegah terjadinya penyimpangan, baik dalam penggunaan 
kekuasaan, kedudukan maupun keuangan; 
b. Memperbaiki kesalahan, kelemahan dan menindak penyalahgunaan 
serta penyelewengan; 
c. Mempertebal rasa tanggung jawab kepada semua anggota 
organisasi; 
d. Mendidik para pelaksana; 
e. Menjaga agar pola dalam organisasi yang telah ditetapkan 
sebelumnya terpelihara dengan baik; 
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f. Semua orang dalam organisasi akan memperoleh tempat yang 
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda; 
g. Penggunaan alat-alat atau perlengkapan organisasi menjadi lebih 
efisien; 
h. System dan prosedur kerja yang sedang diterapkan tidak 
menyimpang dari yang telah ditetapkan. 
b. Tipe-Tipe Pengawasan 
Adapun tipe-tipe pengawasan menurut Usman Effendi (2014:210), sebagai 
berikut: 
1. Pengawasan pendahuluan (feed forward control) atau disebut stering 
control: yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau 
penyimpangan-penyimpangan dari standard yang dibuat, sebelum tahap 
kegiatan tertentu diselesaikan. 
2. Pengawasan secara bersamaan (concurrent control) sering disebut 
pengawasan Ya – Tidak: yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan 
dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses 
yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan. 
3. Pengawasan umpan balik (feed back control) atau  past action control 
yaitu pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu 
kegiatan yang telah selesai. 
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Gambar II.1 Tipe-tipe pengawasan 
Sumber : T. Hani Handoko (1997), dikutip dari Usman Effendi (2014:211) 
 
c.  Metode Pengawasan 
Ada 2 metode pengawasan menurut Usman Effendi (2014) dalam bukunya 
Asas Manajemen, yaitu :  
1. Pengawasan Langsung 
Menurut SP Siagian  (2008:115) menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan pengawsan langsung adalah apabila pimpinan organisasai 
melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para 
bawahannya. Pengawasan langsung di tempat, dan membuat laporan di 
tempat. 
Langkah kerja pemeriksaan pengawasan atasan langsung menurut 
Khusnuridlo (online) adalah sebagai berikut: 
a. Memeriksa apakah atasan Langsung Bendaharawan telah melakukan 
pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan sedikitnya tiga bulan 
sekali. 
b.  Meneliti apakah pejabat yang bertanggung jawab terhadap 
pengelolaan perlengkapan telah melakukan pemeriksaan barang 
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inventaris yang dikelolanya, baik secara langsung melihat fisik 
barangnya maupun melalui pembukuannya. 
2. Pengawasan Tidak Langsung 
Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak 
jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh 
para bawahan (Siagian, 2008:115). Bentuk pengawasan seperti ini dapat 
berupa: 
a. Laporan secara lisan: pengawasan dilakukan dengan mengumpul 
fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dengan 
vara ini kedua  belah pihak harus aktif, bawahan memberikan laporan 
lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih 
lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukannya.  
b. Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan 
kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai 
dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dengan 
laporan tertulis sulit pimpinan menentukan mana yang berupa 
kenyataan dan apa saja yang berupa pendapat. Keuntungan untuk 
prmimpin dapat digunakan sebagai pengawasan dan bagi pihak lain 
dapat digunakan untuk menyusun rencana berikutnya (Manullang, 
1992:179). 
c. Laporan khusus: selain laporan lisan maupun tertulis menurut 
Manullang (1992:179) pengawasan masih mempunyai satu teknik 
lagi, yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat 
khusus. Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (control by 
exception) adalah suatu system pengawasan yang dimana pengawas 
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itu ditujukan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan hanya 
dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-
peristiwa yang istimewa. 
Menurut Arifin (2004:9) kekuatan dari pengawasan tidak langsung adalah 
dibutuhkan waktu pendek dan tidak perlu terjun langsung ke stiap lapangan. 
Kelemahannya adalah sering bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif 
saja. Padahal pimpinan harus mengetahui hal yang positif sekaligus hal negatif 
agar tidak salah berkesimpulan dan salah dalam mengambil keputusan. 
Kesimpulannya ialah pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan 
baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja. Adalah bijaksana apabila 
pemimpin organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak 
langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu (Siagian, 2008:116). 
d. Langkah Proses Pengawasan 
Dalam melakukan pengawasan perlu diperhatikan proses pengawasan 
yang terdiri dari tiga tahap berikut (Rusdiana & Ahmad Ghazin, 2014:216): 
1. Menetapkan standard pelaksanaan pekerjaan, yaitu menentukan 
kriteria untuk mengukur pelaksanaan suatu pekerjaan yang terdapat 
dalam lembaga pendidikan. 
2. Pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan, yaitu aktivitas atau 
pekerjaan yang sedang dilaksanakan diukur berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan dalam perencanaan. 
3. Menentukan kesenjangan antara pelasanaan dan standard rencana. 
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e. Ciri-Ciri Pengawasan Yang Efektif   
Pengawasan akan berlangsung secara efektif apabila memiliki berbagai 
cirri sebagai berikut ( Sondang P. Siagian, 2007:130): 
1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang 
diselenggarakan; 
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang 
kemungkinan adanya deviasi dari rencana; 
3. Pengawasan harus menujukkan pengecualian pada titik-titik strategis 
tertentu; 
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan; 
5. Keluwesan pengawasan; 
6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi; 
7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan; 
8. Pemahaman system pengawasan oleh semua pihak yang terlibat; 
9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres; 
10. Pengawasan harus bersifat membimbing. 
II.1.1.5 Regulasi 
Regulasi dalam hal ini merupakan peraturan yang melandasi pemungutan 
pajak mineral bukan logam dan batuan, baik peraturan yang berasal dari pusat 
maupun yang berasal dari daerah yang bersangkutan. 
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II.1.2 Ekstensifikasi 
Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota 
untuk meningktakan PAD adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak daerah 
dan retribusi daerah.  
Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) “ekstensifikasi pajak dan 
retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah 
kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui 
penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.  
Adapun yang dimaksud dengan istilah ekstensifikasi sebgaimana yang 
dikemukakan oleh Bawazier (1998: 14), adalah sebagai berikut: Ekstensifikasi 
dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai 
rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-
subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk 
dipungut pajak dan retribusinya. Sehingga, dengan bertambahnya objek dan 
subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan daerah akibat bertambahnya penerimaan dari objek pajak dan 
fretribusi daerah baru, hasil dari usaha ekstensifikasi Lebih lanjut Bawazier 
(1998: 16) juga mengemukakan penjelasan sebagai berikut: Ekstensifikasi dalam 
pemungutan pajak  daerah dan retribusi daerah, harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya,  yaitu dengan mengadakan pendataan atau menginventarisir berbagai 
objek yang berpotensi untuk dipungut pajak atau retribusinya, melakukan 
kalkulasi secara cermat, sehingga dapat diperhitungkan secara akurat tentang 
potensi penerimaan, menghitung besarnya biaya yang diperlukan untuk 
mengadakan ekstensifikasi, menyiapkan sumberdaya yang diperlukan, membuat 
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rencana, dan sebagainya. Dengan demikian upayan ekstensifikasi dalam 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  dapat lebih realistik.  
Menurut Suparmo (2010: 2) yang menyatakan bahwa “Ekstensifikasi 
adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningktakan penerimaan 
Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak. 
Sedangkan menurut Kamaluddin (1995: 115) bahwa “ upaya ekstensifikasi 
dilaksanakan dengan meperluas, maupun mencari objek-objek retribusi untuk 
meningkatkan penerimaan”. 
Menurut eko dalam Halim (2002 : 135) “ekstensifikasi pajak daerah adalah 
suatu kebijakan dengan cara menambah jenis pajak baru”. Sedangkan menurut 
Soemitro (1990: 77) “Ekstensifikasi pajak adalah cara peningktan penerimaan 
pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib 
pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup 
pajak yang sudah ada”. Berdasarkan peraturan baru yang ada, pemerintah 
kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah dimungkinkan untuk menambah jenis 
pajak lain diluar yang telah diatur dalam Undang- undang Nomor 34 tahun 2000.  
Upaya ekstensifikasi atas sumber-sumber penerimaan pajak daerah harus 
didasarkan kepada kriteria- kriteria yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (4) 
Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, dengan kriteria sebagai berikut:  
1. Bersifat pajak dan bukan Retribusi;  
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota 
yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta 
hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan; 
29 
 
3. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum;  
4. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak 
Pusat;  
5. potensinya memadai;  
6. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;  
7. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;  
8. menjaga kelestarian lingkungan.  
Demikian halnya dengan retribusi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 
34 tahun 2000 pasal 18 ayat (4) dikatakan bahwa dengan peraturan daerah 
dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai 
dengan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.   
Salah satu kebijakan dalam upaya ekstensifikasi sumber penerimaan dari 
pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat rasional dan tidak 
menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan di bidang investasi.  
Menurut Rozali (2000: 47-48) “Usaha lain yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan PAD adalah dengan menarik investor agar bersedia menanam 
modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan iklim yang 
kondusif dengan usaha”. Menurut Halim (2012: 107) “Kehadiran investor dapat 
memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pajak”. Menurut 
Riphat dalam Nugroho (2006: 97) pemerintah daerah dapat menarik sebanyak 
mungkin investor datang dan menanam modal di wilayahnya, dengan 
menekankan sedikit mungkin pungutan, retribusi ataupun pajak daerah, sehingga 
akan tercipta iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor.  
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Menurut Mardiasmo (2004: 149) “investor akan lebih bergairah melakukan 
investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah”. 
penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui 
penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah. Kebijakan melalui kegiatan 
investasi memiliki peranan yang sangat strategis bagi pemerintah kabupaten/kota 
dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, 
sebab dengan adanya investasi yang ditanamankan oleh pengusaha atau 
investor maka secara makro dapat menciptakan multiefek dalam sektor 
perekonomian. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat, 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga ikut meningkat, sumber-sumber 
pajak daerah dan retribusi daerah baru dan potensila bisa tercipta.  
II.2 PAJAK 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo, 2002 pajak 
merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
Pengertian Pajak itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  adalah  
kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi atau  badan  
yang  bersifat memaksa berdasarkan  Undang-undang,  dengan  tidak  
mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan 
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi 
berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang 
sama. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah yang dimaksud Pajak Daerah-yang selanjutnya disebut 
pajak- adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi/badan kepada daerah 
tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah. 
Menurut pendapat lain pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1995 dalam 
Nurlan Darise, 2006: 44).  
Dari sisi makro, pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk 
mengatur kondisi perekonomiannya. Dengan kata lain pajak sebagai alat 
kebijakan fiskal pemerintah dalam perekonomian. Sehingga pajak disini 
mempunyai 2 fungsi (Mardiasmo, 2001: 2) yaitu: 
a. Fungsi Anggaran (Budgeter) yaitu pajak merupakan suatu alat untuk yang 
dapat dipergunakan untuk memasukkan uang kedalam kas 
negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai 
pengeluaran pemerintah pusat/daerah. 
b. Fungsi Mengatur (Regulated) yaitu pajak sebagai alat untuk 
mengatur/melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat/daerah untuk 
mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi.  
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Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi 
pembiayaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha 
untuk meningkatkan penerimaannya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 
pemungutannya. Keberhasilan dalam pemungutan pajak ditentukan oleh faktor 
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan faktor kemampuan aparat 
dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. 
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya retribusi daerah lebih beragam 
dan bervariasi antara daerah kabupaten yang satu dengan kabupaten yang 
lainnya. Semakin berkembang suatu daerah semakin banyak fasilitas atau jasa 
pelayanan yang disediakan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan 
kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga semakin banyak jenis yang 
retribusi yang dapat di pungut daerah tersebut. 
II.3 PAJAK DAERAH 
Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu 
pajak pusat (disebut juga pajak Negara dan pajak daerah. Pajak pusat adalah 
pajak yang diitetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang 
wewenang pungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya 
digunakanuntuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. 
Sedangkan pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah 
kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yan seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dengan pemerintah daerah 
dengan peraturan daerah (Perda) (UU No 34 Tahun 2000). 
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Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, 
Pajak  Daerah, yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah kontribusi  wajib  
kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  
memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  
secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.  
II.3.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah 
Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 
1. Pajak Provinsi 
Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) 
menyatakan, Jenis Pajak provinsi terdiri atas:  
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 
b. Bea Balik Nama Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan. 
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) menyatakan, Jenis Pajak provinsi 
terdiri atas:  
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
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d. Pajak Air Permukaan; dan 
e. Pajak Rokok. 
2. Pajak Kabupaten/Kota 
Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) jenis-jenis 
Pajak Daerah yang boleh di pungut oleh kabupaten/kota adalah:  
(i) Pajak Hotel, 
(ii) Pajak Restoran, 
(iii) Pajak Reklame,  
(iv) Pajak Penerangan Jalan, 
(v) Pajak Hiburan,  
(vi) Pajak Parkir,  
(vii) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.  
Sedangkan Berdasarkan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 
(2), jenis Pajak Daerah yang di pungut kabupaten/kota terdiri dari :  
(i) Pajak Hotel,  
(ii) Pajak Restoran,  
(iii) Pajak Hiburan,  
(iv) Pajak Reklame,  
(v) Pajak Penerangan Jalan,  
(vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,  
(vii) Pajak Parkir,  
(viii) Pajak Air Tanah,  
(ix) Pajak Sarang Burung Walet,  
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(x) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan  
(xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Dalam perkembangannnya walaupun ada perubahan tentang pajak yang 
dipungut oleh kabupaten/kota dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru 
tentang pajak, namun daerah diberi keleluasaan untuk memungut pajak sesuai 
dengan potensi pajak di masing-masing daerah. 
II.3.2 Syarat Pemungutan Pajak Daerah  
Menurut Nurlan Darise (2006: 45-6) yang dikutip dari Tesis Lilik Yunanto 
(2010) pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya : 
a. Syarat Keadilan  
Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu 
mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya 
harus adil. Adil dalam perundang-undangan artinya mengenakan 
pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam 
pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberikan hak bagi 
wajib pajak untuk mengajukan keberatan,penundaan dalam 
pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan 
pajak. 
b. Syarat Yuridis  
Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini 
member jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara 
maupun warganya. 
c. Syarat Ekonomis  
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Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian 
khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan 
kelesuhan perekonomian masyarakat. 
d. Syarat Finansial  
Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter 
artinya biaya pemungutan harus ditekan sehingga lebih rendah dari 
hasil pemungutannya.  
e. Syarat Sederhana  
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Ada beberapa kriteria lain dalam pemungutan pajak daerah (Raksaka 
Mahi, 2005: 43-4, yang dikutip dari Tesis Lilik Yunanto (2010)) yaitu: 
a. Kecukupan dan Elastisitas 
Dalam kaitan dengan kecukupan, penerimaan suatu pajak harus 
menghasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga diharapkan 
mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang 
dikeluarkan. Secara tidak langsung dapat dikatakan biaya pungut 
harus dapat ditutup dari hasil pungut dan selisihnya dapat 
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Ada 2 (dua) hal 
penting yang bisa yang menjadi syarat elastisitas. Pertama 
terdapatnya pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu 
sendiri(basis pajak). Kedua kemudahan untuk menarik manfaat dari 
pertumbuhan pajak tersebut.  
b. Pemerataan  
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Pemerataan mempunyai arti bahwa beban pengeluaran pemerintah 
daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat 
sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya. Ada 3 (tiga) dimensi 
pemerataan, yaitu; (i) Pemerataan vertikal yang menghasilkan pajak 
progresif. (ii) Pemerataan horizontal, (iii) Pemerataan geografis, 
artinya orang tidak seharusnya membayar beban pajak lebih hanya 
karena tinggal di daerah tertentu. 
c. Kelayakan Administrasi  
Kelayakan administrasi bermakna bahwa berbagai jenis pajak di 
daerah berbeda baik dalam jumlah maupun keputusan yang 
diperlukan dalam administrasinya. Ada pajak tertentu yang memiliki 
tingkat kesulitan dalam menghitungnya, namun ada jenis pajak yang 
mudah dihitung. 
d. Kesepakatan politis  
Keputusan pembebanan pajak sangat tergantung kepekaan 
masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan 
nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu 
dibutuhkan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan 
perpajakan.  
e. Menghindari distorsi terhadap perekonomian  
Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan beban 
baik bagi konsumen maupun produsen. Sehingga jangan sampai 
suatu pajak akan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan 
sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh. 
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Adapun dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah juga harus 
memperhatikan beberapa strategi (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000: 2) yaitu:  
a. Jenis pajak sedikit mungkin  
b. Potensi dan hasilnya besar  
c. Administrasinya sederhana 
d. Biaya pemungutannya murah 
e. Tarif ditentukan dengan prosentase (advelerem)  
f. Dasar Pajak (tax base) ditentukan oleh Peraturan Bupati 
II.4 Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 
II.4.1 Pengertian  
Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, 
disebutkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 
di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang 
dimaksud  dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam 
dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan merupakan pengganti dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golomgan 
C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. 
Saat ini, sampai dengan diberlakukannya ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya tentang Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan, pemerintah kabupaten/kota masih dimungkinkan untuk memungut 
39 
 
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Pengambilan Bahan 
Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian 
golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana yang dimaksud 
dalam peratuaran perundang-undangan yang berlaku (Marihot, 2013:434).  
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 tahun 2005 
tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, menyebutkan Pajak 
pengambilan bahan galian golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah 
pungutan Daerah atas pengambilan bahan galian golongan C. Bahan galian 
golongan C adalah bahan-bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Bahan-bahan galian dibagi atas golongan, yaitu: 
a. Golongan bahan galian strategis, 
b. Golongan bahan galian vital, dan 
c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a, dan  
d. Penunjukkan suatau bahan galian ke dalam suatu golongan diatur 
dengan peraturan pemerintah. 
Untuk melaksanakan ketentuan ini pemerinah telah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan Bahan-
bahan Galian, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 
agustus 1980. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 thn 1980 bahan galian 
terbagi atas tiga golongan, yaitu: 
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1. Golongan bahan galian strategis (disebut pula bahan galian golongan 
A), terdiri dari: 
a. Minyak bumi, bitumen cair,lilin bumi, gas alam; 
b. Bitumen padat, aspal; 
c. Antarsit, batu bara, batu bara muda; 
d. Uranium, radium, thorium, dan bahan galian radio aktif lainnya; 
e. Nikel, kobalt; dan  
f. Timah. 
2. Golongan bahan galian yang vital (disebut pula sebagai bahan galian 
golongan B), terdiri dari: 
a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; 
b. Bauksit, tembaga, timbale, seng; 
c. Emas, platina, perak, air raksa, intan; 
d. Arsin, antimony, bismuth; 
e. Yttrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya; 
f. Beryllium, korundum, zircon, Kristal kwarsa; 
g. Kriolit, fluorspar, barit, dan 
h. Yodium, brom, khlor, belerang. 
3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan A atau B 
(dissebut pula sebagai bahan galian golongan C), terdiri dari: 
a. Nitrat-nitrat, fosfat, garam batu (halite); 
b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit; 
c. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker; 
d. Batu permata, batu setengah permata; 
e. Pasir kwarsa, kaolin feldspar, gips, bentonit; 
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f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap 
(fullers earth); 
g. Marmer, batu tulis; 
h. Batu kapur, dolomite, kalsit; 
i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak 
mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan 
B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi 
pertambangan. 
Sebagian besar bahan galian industri termasuk bahan galian golongan C 
walaupun beberapa jenis termasuk bahan galian golongan lain. Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan tidak mutlak diberlakukan pada suatu 
Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 yang menentukan bahwa suatu  jenis pajak daerah dapat tidak 
dipungut  apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan 
kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini pada 
dasarnya sama dengan pengenaan  Pajak Bahan Galian Golongan C yang tidak 
mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal 
tersebut berkaitan dengan tempat tersedianya bahan galian golongan C, dimana 
tidak semua daerah Kabupaten/Kota memilikinya, serta adanya kewenangan 
yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 kepada pemerintah  
Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak 
kabupaten/kota. Karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah  kabupaten 
atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan 
daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang akan menja di 
landasan hokum oprasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 
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pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan didaerah kabupaten/kota 
yang bersangkutan (Marihot, 2013:436). 
II.4.2 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Bagian Kedua Belas Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 57  ayat (1) menyatakan ada 36 jenis 
objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Namun, dikabupaten Tanah 
Bumbu hanya ada 7 jenis objek pajak yang dipungut, yaitu:  
1. Pasir/Kerikil; 
2. Batu Gunung (Base Course); 
3. Tanah Uruk; 
4. Batu Pondasi; 
5. Split; 
6. Batu Kapur; 
7. Pasir Kwarsa. 
Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Bagian Kedua 
Belas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 57  ayat (2) menyatakan 
Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
1. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-
nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan 
tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, 
penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;  
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2. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak 
dimanfaatkan secara komersial; dan  
3. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
II.4.3 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 
Dasar Hukum Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada 
suatu kabupaten/kota yaitu: (Marihot, 2013;347) 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah. 
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahu 1997 tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
4. Peraturan Daeraha Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak 
Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dalam hal ini Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pajak 
Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 
5. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan 
6. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan 
Bahan Galian Golongan C sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah 
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tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada 
Kabupaten/Kota yang dimaksud. 
II.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan dan Cara Pemungutan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
1. Dasar pengenaan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Dasar pengenaan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.  Nilai 
jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan 
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau 
harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. 
Nilai pasar mineral bukan logam dan batuan adalah harga rata-rata yang 
berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan. Dalam 
hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit 
diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang 
berwenagn dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan 
(Marihot, 2013:451). 
2. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 60, besaran tarif 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% dan 
ditetapkan dengan pearaturan daerah. Anmun stiap kabupaten/kota diberi 
kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin 
berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 25%. 
Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 
45 
 
Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, bab 
III pasal 5, tarif pajak ditetapkan sebesar 20%. 
3. Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Besaran pokon Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutama 
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan 
pajak. Secara umum perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan 
adalah sesuai dengan rumus berikut: (Marihot, 2013: 452). 
Pajak Terutang  =  Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
= Tarif Pajak x Nilai Jual Hasil Pengambilan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan 
4. Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat 
diborongkan. Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah 
bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun 
demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam 
proses pemungutan pajak , antara lain percetakan formulir perpajakan, 
pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data 
objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan 
dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang 
terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. 
II.5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 
daerah. Anggaran yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan didaerah, 
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diperoleh dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah 
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (Aries Djaenuri, 2012:88).  
Sugianto (2008:64) Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan 
ekonomi di dalam suatu pemerintahan daerah. PAD memang bisa dijadikan alat 
ukur untuk meniolai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai 
PAD sangat tergantung pada taxable capacity atau kapasitas perpajakan 
kabupaten/kota yang bersangkuta. Sumber-sumber pendapatn asli daerah 
adalah dari pajak-pajak asli daerah, retribusi daerah dan keuntungan dari badan 
usaha milik daerah (BUMD). Besaran pajak yang diterima PAD mencerminkan 
volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu pula PAD 
tidak bias dikembangkan oleh pemerintah daerah. Salah satu dilemma 
pembangunan daerah adalah kemampuan pendanaan dan sebagaian besar 
daerah ternyata masih mengandalkan dana alokasi umum (DAU) untuk menutupi 
kebutuhan fiskalnya. 
Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan asli daerah adalah 
penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 
dipisahkan, dal lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. 
Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintahan Pusat Dan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber 
penerimaan daerah dalam rangka desentrailasi adalah: 
a. Pendapatan asli daerah; 
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b. Dana perimbangan; 
c. Pinjaman daerah; 
d. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat, dan 
penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 285 tentang 
pemerintahan daerah menyatakan bahwa: 
1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. pendapatan asli Daerah meliputi: 
i. pajak daerah; 
ii. retribusi daerah; 
iii. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
iv. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 
2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 
i. dana perimbangan; 
ii. dana otonomi khusus; 
iii. dana keistimewaan; dan 
iv. dana Desa. 
b. transfer antar-Daerah terdiri atas: 
i. pendapatan bagi hasil; dan 
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ii. bantuan keuangan. 
Dalam Pasal 286 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menyatakan: 
1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang 
yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. 
2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan 
lain di luar yang diatur dalam undangundang. 
3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam Pasal 288  Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menyatakan: 
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a 
angka 1) terdiri atas: 
a. DBH; 
b. DAU; dan 
c. DAK. 
Dimana dalam Pasal 289  Undang-Undang No. 23 tahun 2014 
menyatakan: 
(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a bersumber dari: 
a. pajak; 
b. cukai; dan 
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c. sumber daya alam. 
(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri atas: 
a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan 
b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri 
dan PPh Pasal 21. 
(3) DBH yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c berasal dari: 
a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha 
pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan 
dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 
bersangkutan; 
b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari 
penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi 
dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah 
yang bersangkutan; 
c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak 
bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; 
d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi 
yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan 
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e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran 
bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang 
dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan. 
II.5.1  Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah 
Menurut Kenneth J. Davey (1998), hubungan keuangan pusat-daerah 
menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
tertentu, antara tingkat-tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan 
untuk menutup pengeluaran sebagai akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan 
hubungan ini adalah untuk mencapai perimbangan  antara potensi dan sumber 
daya masing-masing daerah, sesuai satu sama lain dibawah supervisi pusat 
(Aries Djaenuri, 2012: 41). 
Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah yang terdiri dari dua jenis dana perimbangan yaitu: 
dana perimbangan dan dana alokasi. 
II.5.1.1 Dana Perimbangan 
Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah, pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah akan dilaksanakan dengan melihat pada sumber 
pendapatannya sebagai berikut: 
1. Penerimaan dari pajak 
Penerimaan atau pendapatan yang berasal dari pajak hanya diperoleh dari 
pajak bumi dan bangunan, pungutan atau bea yang dibayar dalam 
perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta sebagian kecil dari pajak 
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penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21. 
Penerimaan dari pajak-pajak tersebut pembagiaannya adalah sebagai 
berikut: 
a. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagikan 10% 
untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. 
b. Penerimaan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) dibagi 20%  untuk pemerintah pusat dan 80% untuk 
pemerintah daerah. 
c. Penerimaan dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri 
dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibagi 80% untuk pemerintah 
pusat dan 20% untuk pemerintah daerah. 
Perlu diketahui bahwa penerimaan pemerintah pusat dari Pajak Bumi dan 
Bangunan sebesar 10%, serta dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan sebesar 20%  seluruhnya akan dibagikan kepada daerah kabupaten 
dan kota dalam bentuk  Dana Alokasi Umum. 
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Table II.1 
Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah 
No  
Sumber Pendapatan  Pusat 
(%) 
Daerah 
(%) 
A. 
1 
2 
B 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
C 
Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Pph OP dan Pph ps 21 
Sumber daya alam 
Minyak  
Gas Alam 
Panas Bumi 
Pertambangan Umum*) 
Hutan**)  
Reboisasi  
Perikanan  
Dana Alokasi Umum 
10 
20 
 
80 
 
84,5 
69,5 
20 
20 
20 
60 
20 
75 
90 
80 
 
20 
 
15,5 
30,5 
80 
80 
80 
40 
80 
25 
Sumber: Berdasarkan UU No.33/2004, (Darwin, 2010:47) 
 Catatan : *) Dibedakan menjadi iuran tetap dan royalty 
   **) Dibedakan menjadi IHPH dan PSDH 
 
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan sector perkotaan 
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dan perdesaan (PBB sector Perdesaan dan Perkotaan) dan bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah. Pemberlakuan PBB 
sector Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah paling lambat 1 januari 
2014, sedangkan pemberlakuan BPHTB menjadi Pajak Daerah paling lama 
tanggal 1 januari 2011. 
2. Penerimaan Bukan Pajak  
selanjutnya penerimaan daerah yang berasal dari bukan pajak diantaranya 
adalah penerimaan yang berkenaan dengan eksploitasi sumberdaya alam 
seperti sumberdaya hutan, pertambangan umum, perikanan, dan khususnya 
dari pengambilan minyak bumi dan gas alam, pembagian dan 
penerimaannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah 
sebagai berikut: 
a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak 
Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 
yag dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan  dibagi dengan 
imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah 
daerah. 
b. Penerimaan kehutanan yang berasal dari reboisasi dibagi dengan 
imbangan sebesar 60% untuk pemerintah pusat dan 40%  untuk 
pemerintah daerah. 
c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah 
daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk 
pemerintahan pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. 
54 
 
d. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dengan 
imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah 
daerah. 
e. Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah 
daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan 
pungutan lainnya dibagi imbangan 84,5% untuk pemerintah  pusat 
dan 15,5% untuk pemerintah daerah. 
f. Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah 
daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan 
pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pusat 30% 
untuk pemerintah daerah. 
g. Penerimaan pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah 
daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan  Negara 
Bukan Pajak dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat 
dan 80% untuk pemerintahan daerah. 
Perimbangan keuangan tidak hanya antara pemerintah pusat dan daerah 
saja, akan tetapi juga antara pemerintah provinsi dengan pemerintah 
kabupaten/kota. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil dan dan 
alokasi umum serta dana alokasi khusus. Pembagian sumber keuangan yang 
berasal dari dana bagi hasil adalah sebagai berikut: 
1. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% yang menjadi 
hak daerah, dibagi dengan imbangan. biaya pemungutan sebesar 9%, 
pemerintah provinsi sebesar 16,2%  dan pemerintah kabupaten/kota 
sebesar 64,8%. 
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2. Penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 
80% yang menjadi hak daerah, dibagi antara pemerintah provinsi 
sebesar 16% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 64%. 
3. Penerimaan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 20% yang 
menjadi hak daerah, dibagi antara pemerintah provinsi sebesar 40% dan 
pemerintah kabupaten/kota sebesar 60%. 
4. Penerimaan dari hasil hutan (Iuran Hak Pengusaha Hutan atau IHPH) 
sebesar 80% yang menjadi hak daerah, didistribusikan untuk 
pemerintah provinsi sebesar 16% dan untuk pemerintah kabupaten/kota 
sebesar 64%. Sedangka penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH) sebesar 80% yang menjadi hak daerah, didistribusikan untuk 
pemerintah provinsi sebesar 16% untuk pemerintah kabupaten/kota 
penghasil sebesar 32% dan untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya di 
provinsi yang sama sebesar 32%. Penerimaan dari Dana Reboisasi 
sebesar 40% yang menjadi hak daerah digunakan untuk kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil. 
5. Penerimaan dari hasil pertambangan umum (penerimaan iuran tetap) 
sebesar 80% yang diterima oleh pemerintah daerah, dibagi masing-
masingsebesar 16% untuk pemerintah provinsi, dan 64% untuk 
pemerintah kabupaten/kota penghasil. Sedangkan penerimaan dari 
iuran ekplorasi dan eksploitasi (royalti) sebesar 80% yang menjadi hak 
pemeritah daerah dibagi masing-masing untuk pemerintah provinsi 
sebesar 16%, untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil 32%, dan 
sisanya 32% untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya  dalam provinsi 
yang bersangkutan. 
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6. Penerimaan hasil minyak bumi sebesar 15% yang diterima oleh 
pemerintah daerah, didstribusikan 3% untuk pemerintah provinsi, 6% 
untuk pemerintah kabupaten/kota  penghasil, dan 6% untuk pemerintah 
kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. 
7. Penerimaan dari gas bumi sebesar 305 yang diterima oleh pemerintah 
daerah, dialokasikan sebesar 6% untuk pemerintah provinsi, 12% untuk 
pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan 12% untuk pemerintah 
kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. 
8. Penerimaan dari panas bumi sebesar 80% yang menjadi hak 
pemerintah daerah dialokasikan dengan imbangan 16% untuk 
pemerintah provinsi , 32% untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil 
dan 32% untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya di provinsi yang 
bersangkutan. 
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Table II.2 
Perimbangan Keuangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota 
No 
Sumber Provinsi 
(%) 
Kab/Kota 
Penghasil 
(%) 
Kab/Kota 
Lainnya (%) 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
7 
8 
PBB* 
BPHTB 
Pph OP & Pph Ps 21 
Kehutanan : 
a. IHPH 
 
b. PSHD 
Pertambangan umum 
a. Iuran tetap 
 
b. Iuran eksplorasi dan eksploitasi 
Minyak Bumi 
Gas Bumi (Alam) 
Panas Bumi 
16,2 
16 
8 
 
16 
16 
 
16 
16 
3 
6 
16 
64,8 
64 
12 
 
64 
32 
 
64 
32 
6 
12 
32 
- 
- 
- 
 
- 
32 
 
- 
32 
6 
12 
32 
 Sumber: menurut UU No. 33/2004 (%),(Darwin, 2010:49) 
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NB: *Dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009, maka bagi hasil BPHTB 
tidak akan berlaku lagi mulai tanggal 1 Januari 2011, sedangkan bagi hasil 
PBB sector Perdesaan dan Perkotaan tidak berlaku lagi mulai tanggal 1 
Januari 2014. 
II.5.1.2 Dana Alokasi 
Sumber keuangan lainnya bagi pemerintah daerah berasal dari Dana 
Alokasi yang berasal dari pemerintah pusat. Dana Alokasi ini dulunya disebut 
sebagi Dana Subsidi atau Ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana 
yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan Pajak  Bumi dan Bangunan dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dana alokasi ini dibedakan 
menjadi dua yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Darwin, 
2010:51).  
Dana Alokasi Umum yang dibagikan pemerintah kepada daerah berasal 
dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 
dan nilainya minimum 26% dari Anggaran Rutin dalam APBN. Dari jumlah 26% 
ini dialokasikan untuk provinsi 10% dan untuk kabupaten/kota 90%. Sedangkan 
Dana Alokasi Khusus juga bersala dari APBN dan dialokasikan ke 
kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus 
tergantung kepada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan 
kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan formula 
alokasi umum, dan keutuhan yang merupakan komitment atau prioritas nasional. 
Sebagai contoh, kebutuhan yang sulit diperkirakan adalah seperti kebutuhan 
dikawasan transmigrasi yang tidak sama dengan kebutuhan didaerah yang lain, 
pembangunan jalan di kawasan terpencil, pembangunan saluran irigasi primer, 
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dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan  yang merupakan prioritasnasional seperti 
proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga proyek-proyek 
yang dibiayai oleh donor aik nasional mauapun internasional. Disamaping itu 
terdapat jenis dana lain seperti dana reboisasi yang dibagi dengan perimbangan 
60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintah daerah penghasil dana 
reboisasi tersebut. Dana ini digunakan khusus untuk membiayai program 
reboisasi dan penghijauan di daerah. Perlu diitegaskan disini bahwa untuk dana 
alokasi khusus ini harus ada dana pendamping yang berasal dari APBD guna 
menyatakan komitmen dan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang 
bersangkutan. 
II.6 KERANGKA PIKIR 
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Gambar 4. Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
III.1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Sugiyono (2013) penelitian kualitatif bertujuan untuk 
mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah 
proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah, sehingga dapat 
dipahami optimalisasi pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam 
rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. 
III.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan 
kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan Sehingga 
memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka 
mengetahui dan memahami optimalisasi pungutan pajak mineral bukan logam 
dan batuan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten 
Tanah Bumbu.. 
III.3. Unit Analisis 
 Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai Dispenda (Dinas 
Pendapatan Daerah), petugas pemungutan pajak dan Wajib Pajak. 
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III.4. Sumber Data 
Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini 
dibedakan atas dua jenis yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer atau data pokok merupakan data yang diperoleh penulis 
dengan terjun langsung ke objek penelitian,dalam hal ini melakukan wawancara 
dan observasi ke beberapa dinas terkait, diantaranya: 
a. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 
yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
responden yang lebih mendalam dan respondennya sedikit/kecil 
(Sugiyono, 2006:157). Wawancara dilakukan dengan kepala Dispenda, 
Sekretaris Dispenda, serta pegawai pemungut pajak mengenai biaya, dan 
tenaga yang digunakan dalam proses pemungutan pajak pada Dinas 
Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu. 
b. Observasi  
Menurut Young dan Schimdt (1973) observasi adalah sebagai 
pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena-
fenomena yang nampak (Harbani Pasolong, 2012:131). Observasi dalam 
hal ini dilakukan untuk melihat sarana dan prasarana pemungutan pajak, 
serta prosedur dan system pemungutan pajak pada Dinas Pendapatan 
Kabupaten Tanah Bumbu. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau 
catatan, tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang 
mendukung kelengkapan data primer. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari 
data-data yang diambil oleh penulis dari data beberapa instansi instansi, 
diantaranya: 
a. Data Target dan Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010-2014, Data pertumbuhan 
pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010-1014, Data 
realisasi dari pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010-
1014,  dan Peraturan Daerah, bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu. 
b. Data eksploitasi bahan galian golongan C serta prosedur pemungutan 
Pajak bahan galian Golongan C kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010-
2014, bersumber dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah 
Bumbu. 
III.5. Narasumber atau Informan 
Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah kepala Dispenda, 
Sekretaris Dispenda, Pegawai Dispenda, pegawai Dinas Pertambangan dan 
Energi, serta pegawai pemungut pajak. 
III.6. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu dan Pertambangan dan Energi. 
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III.7.  Tehnik Pengumpulan Data 
a. Studi Kepustakaan adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 
menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang 
ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan 
erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada laporan-
laporan, dokumendokumen yang berhubungan dengan permasalahan 
yang diteliti. 
b. Studi Lapangan, dimana peneliti mengamati apa yang dilihat, didengar 
dan dialami dalam proses pengumpulan data dilapangan. 
III.8. Analisis Data 
Tehnik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 
analisis data deskriptif kualitatif, dimana pemaparan kenyataan yang peneliti 
peroleh dari lapangan  yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan 
mekanisme penulisan skripsi. 
III.9. Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini adalah optimalisasi pemungutan pajak mineral 
bukan logam dan batuan dilihat dari segi Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
pemungutan pajak. 
1. Intensifikasi 
Intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan 
pajak dan  retribusi daerah, dengan menggunakan 5 Indikator utama yaitu: 
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a. Sistem dan Prosedur 
Sistem dan prosedur dalam hal ini merupakan alur dalam pembayaran 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak berbelit-belit 
sehingga membuat para wajib pajak tidak merasa terbebani dalam 
proses membayar pajak 
b. Petugas Pemungitan Pajak 
Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang 
ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk 
melakukan penagihan/pemungutan terhadap  pajak. 
c. Sarana dan prasarana  
Sarana dan prasarana diyakini sangat berperan dalam peningkatan 
penerimaan pajak daerah karena merupakan sarana pendukung bagi 
kelancaran proses pemungutan dan penagihan pajak. Dalam hal ini 
baik kendaraan roda dua (motor) maupun roda empat (mobil) sebagai 
alat transportasi. Dengan adanya alat transportasi waktu yang 
dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak tidaka akan memakan 
waktu yang lama. 
d. Pengawasan  
pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses 
memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-
kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses 
mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti 
e. Regulasi 
Regulasi dalam hal ini merupakan peraturan yang melandasi 
pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, baik peraturan 
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yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari daerah yang 
bersangkutan. 
2. Ekstensifikasi 
Penciptaan sumber-sumber pajak, atau menambah objek-objek maupun 
subjek-subjek pajak daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak 
dalam bidang pertambangan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
IV.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Gambaran umum lokasi penelitian  meliputi gambaran umum daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pihak yang 
berhubunganlansung dengan masyarakat, serta gambaran umum Dinas 
Pertambangan dan Energi sebaga pihak yang berwenang dalam bidang 
pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.  
IV.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tanah Bumbu 
Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak diantara 2o52’-3o47’ 
Lintang Selatan dan 115o15’-116o04’ Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu 
adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupten-kota di provinsi 
Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung Tenggara pulau Kalimantan.  
Wilayah Kabupten Tanah Bumbu berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru 
di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan 
Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu 
sekitar 5.066,96 km2 (506.696 Ha), atau 13,50% dari total luas Provinsi 
Kalimantan Selatan. 
IV.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu 
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a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
“Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, efisien dan 
professional” 
b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
 Mengoptimalkan penerimaan pendapatan pada semua objek pajak 
dan retribusi daerah 
 Mengintensifkan dan mengembangkan pendapatan daerah 
 Mengelolah pendapatan daerah yang memiliki dasar hukum 
 Meningkatkan kualitas SDM dan derajat kesejahteraannya 
 Meningkatkan hubungan kerja sama dengan wajib pajak 
c.  Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi 
dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.” 
d. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
 Pengkoordinasian dan penyusunan program dan rencana kegiatan 
dinas pendapatan 
 Penyelenggaraan urusan kesektariatan dan kepegawaian. 
 Penyelenggaraan urusan rumah tangga 
 Penyelenggaraan urusan keuangan 
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang dan tugasnya. 
e. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu 
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 tentang 
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perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.  
a. Kepala Dinas 
b. Sekretaris, terdiri atas; 
1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 
2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan 
3. Kasubag Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan 
c. Kabid Pendaftaran Pendataan & Intensifikasi Pajak Daerah, terdiri atas; 
1. Kasi Pendataan Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan 
2. Kasi Pengelolaan Data dan analisa Potensi Pendapatan 
d. Kabid Penetapan Penagihan Pajak Daerah, terdiri atas; 
1. Kasi Perhitungan dan Keberatan 
2. Kasi Penerbitan Surat Ketetapan dan Penagihan 
e. Kabid pembukuan dan Verifiaksi Pendapatan Daerah 
1. Kasi Pembukuan Pajak, Retribusi, Penerimaan Lain-lain dan 
Pelaporan 
2. Kasi verfikasi, Legalisasi Surat dan Barang Berharga 
f. Kabid Pajak Bumi dan Bangunan & Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan 
1. Kasi Pendataan dan Penilaian 
2. Kasi Penagihan dan Keberatan 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas  
h. Jabatan Fungsional. 
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IV.1.2 Gambaran umum dinas pertambangan dan energi Kabupaten Tanah 
Bumbu 
a. Visi Dinas Pertambangan dan Energi  
“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Sector Pertambangan Dan 
Energy Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berorientasi Pada Kesejahteraan 
Masyarakat” 
b. Misi Dinas Pertambangan dan Energi 
- Meningkatkan kompetensi aparatur yang professional untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
- Meningkatkan kualitas kegiatan usaha pertambangan yang sesuai 
dengan kaidah-kaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan. 
- Menyediakan data dan informasi sumber daya mineral dan energi untuk 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi daerah. 
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan CSR 
(Corporate Social Responsibility). 
- Mewujudkan peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program 
Sumber Energi Terbarukan (Biogas dab PLTMH) dan Program penyedia 
listrik tenaga diesel. 
- Meningkatkan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dan 
penggunaan Captive Power sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
c. Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi 
a. Kepala Dinas. 
b.  Sekretariat terdiri atas :  
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
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2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;  
3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi  dan Pelaporan;  
c. Bidang Pengembangan Wilayah Pertambangan terdiri atas :  
1. Seksi Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral;  
2. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan dan Tata Lingkungan;   
d. Bidang Pembinaan Usaha Pertambangan Umum terdiri atas :  
1. Seksi Bimbingan Pertambangan;  
2. Seksi Pengawasan Pertambangan;   
e. Bidang Energi dan Kelistrikan terdiri atas : 
1. Seksi Energi;  
2. Seksi Kelistrikan;  
f. Unit Pelaksana Teknis :   
- Unit Pelayanan Teknis dan Informasi Pertambangan.  
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
IV.2 HASIL DAN PEMBAHASAN 
IV.2.1 INTENSIFIKASI 
Dengan diterapkannya otonomi, daerah dituntut untuk dapat membiayai  
pembiayaan otonomi daerah. Pada prinsipnya sumber pendanaan di daerah itu 
merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 
Hubungan keuangan pusat-daerah dikembangkan untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintah daerah. Upaya untuk peningkatan pendapatan asli 
daerah salah satunya dapat dilakukan dari segi Intensifikasi. Dari penelitian yang 
penulis lakukan di Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Tanah Bumbu, penulis memperoleh data-data sebagai berikut: 
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Tabel IV.1 
Rekapitulasi APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 s/d 2015 
 
TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE 
2010 782,647,009,079,63 628,574,142,719,52 80.31% 
2011 770,403,727,673,48 884,715,989,691,00 114.84% 
2012 897,825,785,294,00 1,146,103,774,312,00 127.65% 
2013 1,020,265,420,750,00 1,077,624,762,568,13 105.62% 
2014 1,281,863,972,789,00 1,195,683,932,471,91 93,28% 
2015 1,522,214,197,329,00 - 0.00% 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Tanah Bumbu, Januari 2016 
Dari data di atas kita dapat membuat grafik tentang laju pertumbuhan 
APBD Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2010-2014 Seperti gambar dibawah 
ini 
Gambar IV.3 grafik pertumbuhan APBD Kabupaten Tanah Bumbu 
 
Dilihat dari segi APBD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2010 hingga 
2012 mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2013 terus 
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terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 bahkan tidak mencapai target 
yang ditentukan.  
Tabel IV.2 
Sumbangsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 s/d 2014 di Kabupaten Tanah Bumbu 
NO TAHUN PAD APBD PERSENTASE 
  
 
  
1 2010 24,093,777,201,52 628,574,142,719,52 3.83% 
2 2011 37,664,573,735,00 884,715,989,691,00 4.25% 
3 2012 75,426,178,396,00 1,146,103,774,312,00 6.58% 
4 2013 84,464,250,169,63 1,077,624,762,568,13 7.83% 
5 2014 177,751,306,727,41 1,195,683,932,471,91 14.86% 
Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
(diolah), Januari 2016 
Dari data di atas dapat dikatakan bahwa sumbangsi PAD kepada APBD 
Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga 
tahun 2014 mencapai 14,84%. Ini menunjukkan adanya usaha peningkatan yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatankan pendapatan daerah 
dari segi PAD. Namun tingkat Prosentase PAD di Kabupaten Tanah Bumbu yang 
belum mencapai 15% masih sangat kecil sumbangsi nya maka dapat dikatakan 
PAD belum mampu membiayai belanja daerah, karena sebagian besar 
pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. 
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Tabel IV.3 
Data Wajib Pajak Periode 2012 S/D 2015 
TAHUN JUMLAH WAJIB PAJAK KETERANGAN 
2012 88   
2013 440   
2014 170   
2015 202   
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Januari 
2016 
Dari tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan dan penurunan data 
wajib pajak yang terdaftar.pada tahun 2012-2013 ada peningkatan sebesar 352 
wajib pajak, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 mencapai 270 
wajib pajak, lalu meningkat kembali pada tahun 2015 dengan penambahan 32 
wajib pajak. Adanya peningkatan dan penurunan wajib pajak terdaftar ini 
dikarenakan wajib paja mineral bukan logam dan batuan merupakan wajib pajak 
tidak tetap, artinya wajib pajak yang dikenakan pajak MBLB hanya jika ada 
pembelian atau penjualan bahan-bahan mineral bukan logam dan batuan atau 
biasa disebut bahan galian golongan C. Kendatipun ada peningkatan dari segi 
wajib pajak, namun belum bisa menggenjot laju peningkatan pendapatan daerah 
dari segi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanah Bumbu, 
ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 
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Tabel IV.4 
Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 
(MBLB) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dari Tahun 2010 
S/D 2015 
NO TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE 
     
1 2010 1,000,000,000,00 530,826,938,00 53.08% 
2 2011 879,999,200,00 641,765,516,00 72.92% 
3 2012 879,999,200,00 687,821,076,00 78.16% 
4 2013 879,999,20,00 950,056,305,70 107.96% 
5 2014 879,999,000,00 539,214,920,20 61.27% 
6 2015 879,999,000,00 - 0.00% 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Tanah Bumbu, Januari 2016 
Proses pemungutan pajak dewasa ini masih belum optimal, hal ini dapat 
dilihat dari data di atas yang menunjukkan pada tahun 2010 hingga 2012 tidak 
mencapai target. Pada tahun 2013 melebihi target yang ditentukan namun turun 
lagi sekitar 46.69% dari pencapaian tahun sebelumnya. Selain itu dari data di 
atas kita dapat melihat adanya penurunan target yang ditetapkan yaitu sekitar 
120.000.800,00, hal ini membuat adanya peningkatan realisasi sampai dengan 
tahun 2013, namun 2014 mengalami penurunan kembali. 
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Tabel IV.5 
Sumbangsi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) Ke Pajak 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 s/d 2014 
Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (diolah), 
Januari 2016 
Dari data di atas menunjukkan bahwa sumbangsi Pajak mineral bukan 
logam dan batuan kepada pajak daerah mengalami penurunan setiap tahunnya. 
Dari tahun 2010 sumbangsi Pajak MBLB ke pajak daerah sekitar 11,35% terus 
mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 mencapai titik terendah yaitu 
2,09%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak MBLB belum memberikan dampak 
yang besar terhadap pajak daerah sehingga pemungutannya harus lebih 
dioptimalkan. 
Tabel IV.6 
Sumbangsi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) Ke 
Pendapaten Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 S/D 2014 
Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
(diolah), Januari 2016 
NO TAHUN MBLB PAJAK DAERAH PERSENTASE 
1 2010 530,826,938,00 4,674,700,485,00 11.35% 
2 2011 641,765,516,00 8,688,093,199,00 7.38% 
3 2012 687,821,076,00 28,680,825,357,00 2.39% 
4 2013 950,056,305,70 22,535,084,849,70 4.21% 
4 2014 539,214,920,20 25,685,044,944,20 2.09% 
NO TAHUN PAD MBLB PERSENTASE 
     
1 2010 24,093,777,201,52 530,826,938,00 2.20% 
2 2011 37,664,573,735,00 641,765,516,00 1,70% 
3 2012 75,426,178,396,00 687,821,076,00 0.91% 
4 2013 84,464,250,169,63 950,056,305,70 1.12% 
5 2014 177,751,306,727,41 539,214,920,20 0.30% 
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Sumbangsi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) kepada 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri tidak pernah mencapai 3% dalam 
waktu 5 tahun terkahir ini, dan pada tahun 2014 hanya sekitar 0,30%. 
Dari data-data di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu dari segi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
masih sangat kecil, maka dari itu perlu dilakukan Intensifikasi maupaun 
Ekstensifikasi. 
Dari segi Intensifikasi, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu dijelaskan oleh Kepala 
Bidang Intensifikasi bapak Z bahwa: 
“dari bidang Pendataan pendapatan dan intensifikasi sendiri, telah 
melakukan beberapa cara intensifikasi yaitu: 1) sosialisasi kepada wajib 
pajak yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun yang dilaksanakan pada  1 
Triwulan, dibuat phamflet dan baliho-baliho yang ditempatkan dijalan, serta 
brosur-brosur yang disebarkan dihotel-hotel. 2) Pendataan, dilakukan 
dengan datang ke lapangan untuk melihat lokasi, mengambil gambar lokasi 
serta melakukan pengukuran terhadap lokasi pertambangan yang 
dilakukan setiap bulan. 3) pengawasan, dilakukan dengan memantau 
proyek-proyek pembangunan yang ada serta memberikan motivasi 
maupun pemahaman kepada para kontraktor serta pembeli mengenai 
pembayaran Pajak mineral bukan logam dan batuan”(wawancara tanggal 
12/01/2016) 
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya Intensifikasi telah 
dilakukan oleh dinas pendapatan daerah dengan beberapa cara yaitu dilakukan 
dengan sosialisai kepada wajib pajak, pendataan serta pengawasan. 
Dalam pengukuran Intensifikasi dalam pemungutan pajak mineral bukan 
logam dan batuan, penulis menggunakan 5 (lima) indikator yaitu: petugas 
pemungutan pajak, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana, pengawasan 
dan regulasi. 
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1. Sistem dan prosedur  
Pada Dinas Pendapatn Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, ada 2 (dua) cara 
pemungutan pajak yaitu 1) Official assessment sistem, adalah memberikan 
wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 
wajib pajak, dan 2)Self assessment sistem, adalah sistem pemungutan yang 
memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya 
pajak terhitung. Untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan itu sendiri sistem 
pemungutan pajaknya secara Self assessment sistem atau dihitung dan 
dibayrkan sendiri. Maka dari itu disini penulis menyajikan kegiatan penyetoran 
pajak secara self assessment.  
Kegiatan Penyetoran Melalui BUD/Kas Daerah Untuk Self Assesment 
Prosedur : 
a. Kas Daerah/ Bank/ Bendahara Penerimaan, menerima setoran uang 
pajak daerah dari wajib pajak dengan media penyetoran Surat Setoran 
Pajak Daerah (SSPD) dan Bukti Setoran Bank/Slip Setoran. 
SSPD dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut: 
1. Asli untuk wajib pajak; 
2. Tembusan masing-masing untuk bendahara penerimaan/BKP; 
3. Fungus Akuntansi dan seksi pembukuan dan pelaporan 
4. Seksi penerbitan surat ketetapan dan pengihan; dan 
5. Arsip 
b. Selanjutnya setelah SSPD dan bukti setoran bank/slip setoran divalidasi 
dan dicap oleh pejabat kas daerah/pihak bank, BUD/kas daerah 
menyerahkan asli dari SSPD dan Bukti Setoran Bank/Slip Setoran 
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kepada wajib pajak. Sedangkan tembusan disampaikan kepada pihak 
yang terkait, khusus untuk Bendahara Penerimaan/ BKP dilampiri Bukti 
Setoran Bank/Slip Setoran. 
c. Berdasarkan media penyetoran (SSPD) dan bukti setoran bank/slip 
setoran yang telah divalidasi dan dicap oleh BUD/Kas Daerah, bendahara 
penerimaan/BKD mencatat setoran tersebut dalam register STS/SSPPD, 
dan buku penerimaan dan penyetoran. Buku penerimaan dan penyetoran 
dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut: 
1. Asli sebagai arsip; dan 
2. Tembusan masing-masing untuk fungsi akuntansi dan seksi 
pembukuan dan pelaporan, seksi pendataan, pendaftaran dan 
pengembangan serta seksi penerbitan surat ketetapan dan 
penagihan. 
d. Bendahara penerimaan/ BKP secara periodic (bulanan) membuat 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) administrative kepada kepala 
DIPENDA dan LPJ fungsional yang ditandatangani oleh kepala 
DIPENDA. LPJ fungsional dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi 
kepada: 
1. PPKD; 
2. Bidang pendataan pendaftaran dan intensifikasi pendapatan; 
3. Fungsi akuntansi 
4. Seksi pembukuan penerimaan dan pelaporan; 
5. Seksi penerbitan surat ketetapan dan penagihan; dan 
6. Arsip. 
Bagan alur 
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Gambar IV.4 
Bagan alur prosedur penyetoran pajak 
Sumber : Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2014 
Dari segi sistem dan prosedur, masayrakat tidak merasa terbebani maupun 
direpotkan karena masyarakat sendiri sudah mengetahui secara jelas mengenai 
sistem dan prosedur yang ada dalam proses pembayaran pajak mineral bukan 
logam secara khusus serta semua jenis pajak daerah secara umum. 
Seperti yang dikatakan bapak MHB selaku wajib pajak bahwa: 
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“Untuk prosedur pembayan pajak untuk pembangunan ruang kelas kemarin 
gampang aja, karena saat sampai disana ambil nomor antrian, trus ditanya 
mau bayar pajak apa. Prosesnya nda sampai 20 menit kok karena kan kita 
yang ngitung sendiri pajaknya jadi langsung setor aja semua berkas yang 
dibutuhkan baru ke bank membayar”(wawancara tanggal 19/01/2016) 
Hal ini juga dibenarkan oleh ibu AM selaku perwakilan dari CV.Bumi 
Temposok sebagai kontraktor yang membayar pajak bahwa: 
“pelayanan pembayaran pajak di Dinas Pendapatan Daerah enak kok, kan 
kita tidak perlu mengantri lama karena ada 4 loket yang melayani jadi cepet 
aja ngurusnya. Lalu kalau mau bayar juga nda usah perlu jauh-jauh karena 
ada bank BRI yang ada didekat kantor Dinas Pendapatan juga”(wawancara 
tanggal 29/01/2016) 
Dinas Pendapatan Daerah juga telah bekerja sama dengan pihak bank BRI 
(Bank Rakyat Indonesia) dalam proses pembayaran pajak yang dimana pihak 
Bank BRI telah membuka Cabang yang berda di dekat Kantor Dinas Pendapatan 
Untuk mempermudah proses pembayaran. Hal ini dijelaskan oleh Kabid 
Intensifikasi bapak Z bahwa: 
“untuk mempermudah proses pemabyaran, disediakan bank BRI yang ada 
di samping kantor. Kan bank yang terdekat disini itu ada di Batulicin, jadi 
setelah membayar harus kembali lagi kesini untu menyetor bukti setoran, 
padahal jarak antara kantor dan bank sangat jauh, jadi disediakanlah bank 
disamping kantor untuk mempermudah masyarakat dalam membayar 
pajak”(wawancara tanggal 12/01/2016) 
 Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, pemerintah daerah 
dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah 
melakukan berbagai usaha yaitu diantaranya membuat beberapa loket 
pembayaran dan bekerja sama dengan BRI membuka cabang untuk yang 
memudahkan pembayaran pajak daerah. 
2. Petugas pemungutan pajak 
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Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang 
ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk 
melakukan penagihan/pemungutan terhadap  pajak. Dalam hal ini petugas 
pemungutan pajak adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, 
waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya 
perlu mendapat suatu bentuk pembinaan, seperti pelatihan dan sebagainya.  
Tabel IV.7 
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Formal 
Sumber : bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kab. Tanah 
bumbu 
Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang ada di 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 38 orang yang 
terdiri dari 22 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Dari 38 orang tersebut 
yang bertugas dalam bidang penagihan pajak hanya terdiri dari 8 orang. Dengan 
hanya 8 orang tersebut, dalam proses penagihan pajak pihak Dinas Pendapat 
Daerah masih mengalami kesulitan pada proses penagihan pajak. Sejalan 
dengan hal ini Kepala Bidang Penagihan bapak HAF menjelaskan bahwa: 
No PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 SD    
2 SLTP    
3 SLTA 10 7 17 
4 D I 2  2 
5 D II  1 1 
6 D III/DIPLOMA  1 1 
7 D IV    
8 S1 7 6 13 
9 S2/SPESIALIS 3 1 4 
10 S3    
JUMLAH 22 16 38 
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“Pada proses penagihan kami masih mengalami kesulitan apalagi pada 
akhir tahun karena kami memburu untuk mencapai target tapi pegawai 
kami terbatas, hanya ada sekitar 8 orang pegawai pada bidang penagihan 
untuk 6 jenis pajak daerah, itupun dibagi lagi ada 2 orang ditempatkan di 
kecamatan kusan hilir dan 2 orang juga di kecamatan satui, jadi kadang 
kami  meminta bantuan dari staf pada bidang lain”(wawancara tanggal 
12/01/2016) 
Selain dari segi jumlah yang masih kurang, dalam hal pelatihan untuk para 
petugas pemungutan pajak juga masih sangat kurang. Seperti yang dikatakan 
oleh Kepala Bidang Intensifikasi bapak Z bahwa: 
 “sebenarnya dari segi pelatihan, kita masih tidak maksimal karena 
terkendala di pendanaan. Kan untuk pelatihan seperti ini urusannya bidang 
kepegawaian, jadi kalau kita diminta yah kita kasi, tapi kalau tidak biasanya 
hanya menjadi pembahasan di rapat saja. Untuk pajak mineral bukan 
logam selama ini hanya 1 kali pelatihan yang telah dilakukan, itu pelatihan 
yang kemarin dilakukan pada tahun 2013 di Jawa tapi hanya bentuk studi 
banding saja.” (wawancara tanggal 12/01/2016) 
Dari segi petugas pemungutan pajak, sumber daya yang ada di Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu masih dikatakan kurang karena 
sumber daya yang masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun 
keterampilan yang dapat dilihat dari pelatihan yang diikuti. pada jenis pajak 
mineral bukan logam dan batuan pelatihan yang diikuti hanya satu kali, itupun 
pelatihan ini dalam bentuk studi banding. 
Efektif tidaknya suatu proses pemungutan pajak tetap tergantung pada 
orang-orang yang membantu dalam menyukseskan pengelolaan pajak mineral 
bukan logam dan batuan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kualitas dan 
kemampuan dari para petugas tentunya menjadi  tolak ukur dalam pelaksanaan 
kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan. 
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3. Sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana merupakan factor yang penting dalam menunjang 
proses pemungutan pajak, dalam hal ini biasanya dalam bentuk kendaraan 
bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Dengan adanya sarana dan prasarana 
akan dapat mempermudah para petugas dan mempercepat dalam proses 
pemungutan pajak.  
Tabel IV.8 
Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak 
Jenis Kendaraan Jumlah 
Roda 2 4 
Roda 4 1 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Tanah bumbu 
Sarana dan prasana dalam menunjang pemungutan pajak daerah yang 
telah disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ada 4 
motor dan 1 buah mobil, hal ini sedikit dikeluhkan oleh Kepala Bidang Penagihan 
bapak HAF yang mengatakan bahwa 
“untuk kendaraan kami masih terbatas, dilihat dari luas wilayah Tanah 
Bumbu yang cukup luas kadang untuk mengejar target para pegawai 
memakai kendaraan masing-masing dalam melaksanakan proses 
penagihan” (wawancara tanggal 12/01/2016) 
 
Di Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri atas 10 kecamatan, dan hanya 
memiliki pegawai yang ditempatkan di 2 cabang yaitu kecamatan Satui dan 
Kecamatan Kusan Hilir sehingga dalam proses penagihan pajak diperlukan 
kendaraan yang cukup sehingga target yang ditentukan tercapai tepat pada 
waktunya. Untuk idealnya untuk proses penagihan di 10 kecamatan di 
Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan setidaknya 5-6 kendaraan roda 2 dan 2 
kendaraan roda 4 untuk menjangkau daerah yang jauh. 
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Pada dasarnya system pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan 
Batuan dilakukan secara Self Assesment (dihitung dan dibayar sendiri) namun, 
untuk daerah yang jauh dilakukan proses penagihan, sebab dalam proses 
pembayaran wajib pajak kesulitan disebabkan jarak untuk mencapai tempat 
pembayaran pajak cukup jauh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hanya 
ada 2 kantor pembayaran pajak yang ditempatkan di kecamatan Kusan Hilir dan 
Satui, sehingga proses penagihan membutuhkan kendaraan yang memadai.  
 
Selain sarana dan prasarana dalam proses penagihan, sarana dan 
prasarana yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu bisa dikatakan sudah memadai karena dalam proses pembayaran 6 jenis 
pajak daerah, bagian depan Dinas Pendapatan Daerah dibuat seperti halnya 
loket pembayaran yang menggunakan nomor antrian dengan 4 loket pegawai 
yang bertugas untuk melayani masyarakat yang akan membayar pajak. 
Gambar. IV.3 Loket pembayaran pajak 
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Gambar. IV.4 Sarana dan prasarana di ruang tunggu pembayaran pajak 
  
Dari gambar di atas, dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana yang 
disediakan ada sebuah Televisi, 3 tempat untuk menuliskan formulir pembayaran 
pajak serta satu mesin untuk mengambil nomor antrian. Selain itu disediakan 
pula 3 kursi panjang disebelah kiri dan 3 buah kursi panjang pula disebelah 
kanan yang digunakan masyarakat saat ingin membayar pajak. Dari pengamatan 
penulis sarana dan prasarana yang disediakan Dinas Pendapatan Daerah dalam 
proses pembayaran pajak dikantor Dinas Pendapatan Daerah telah cukup 
maksimal. 
4. Pengawasan 
Pengawasan merupakan proses pengendalian yang dilakukan oleh pihak-
pihak yang terkait untuk memantau kegiatan kegiatan yang dilaksanakn sesuai 
dengan aturan yang berlaku atau tidak.. Ada 2 jenis bentuk pengawasan, yaitu 
pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan turun langsung 
untuk melihat kegiatan-kegiatan yang sedang terjadi dilapangan, serta 
pengawsan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan melihat 
laporan-laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan yang 
sedang dilaksanakan. 
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Pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh pihak Dinas Pertambangan dan 
Energi dan Dinas Pendapatan Daerah untuk melihat proses penambangan 
bahan galian golongan C yang dilakukan oleh pihak pengusaha-pengusaha 
tambang yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu 
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dilakukan 
dalam bentuk pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pengawasan langsung 
dilakukan dengan memantau proyek-proyek pembangunan yang ada serta 
memberikan motivasi maupun pemahaman kepada para kontraktor serta pembeli 
mengenai pembayaran Pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan 
untuk pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melihat dokumen kontrak 
antara kontraktor dan pembeli. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Intensifikasi Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bapak Z bahwa: 
“selain turun kelapangan kita juga melihat tonase yang dipakai oleh 
kontraktor dengan data pembanding yaitu dokumen kontrak yang 
ditandatangani oleh pembeli dan kontraktor. Kita bandingkan antara tonase 
yang digunakan dilapangan dengan tonase yang dicantumkan pada 
dokumen kontrak” (wawancara tanggal 12/01/16) 
Sedangkan dari Dinas Pertambangan dan Energi, pengawasan yang 
dilakukan hanya dalam bentuk pengawasan secara langsung dilapangan, yang 
berkaitan dengan hal keselamatan kerja. Sejalan dengan penjelasan dari Bapak 
AU selaku Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi bahwa:   
“untuk pengawasan kami melakukan 3-6 kali setahun untuk melihat alat-
alat, cara penambangan, serta proses keselamatan kerja yang ada dipakai 
perusahaan tambang. Untuk proses pengawasan kami menurunkan 12 
orang yang dibagi dalam 3 tim.” (wawancara tanggal 12/01/2016) 
Hal ini juga dibenarkan oleh bapak HBH selaku pemilik CV.BAMAS, salah 
satu perusahaan tambang bahan Galian golongan C di kabupaten tanah bahwa:  
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“beberapa bulan sekali ada pegawai Dinas Pertambangan dan Dinas 
Pendapatan yang bertanya tentang pembayaran pajak dan melihat-lihat 
kondisi pertambangan kami. Kan kalau untuk pembayaran pajaknya 
biasanya kami berunding dengan pembeli bahan apakah dia yang mau 
bayar pajak atau kami yang bayar pajaknya, jadi kalau orang Dinas 
Pendapatan yang datang, biasanya bertanya-tanya saja tentang apakah 
ada proyek atau tidak dalam waktu dekat”(wawancara tanggal 25/01/2016) 
Sejalan dengan itu, hali yang sama juga dijelaskan oleh Bapak HH yang 
juga pemilik usaha penambangan pasir bahwa: 
“biasanya ada pegawai pertambangan yang datang untuk melihat proses 
penambangan pasir kita, mungkin sebagai bentuk pengawasan juga yah. 
Tapi karena akhir-akhir ini usaha kita lagi mampet jadi yah pegawainya 
untuk beberapa bulan ini tidak datang. Biasanya juga datang sih untuk 
menanyakan izinnya sudah diperpanjang atau belum”(wawancara tanggal 
25/01/2016) 
Dalam hal pengawasan, penulis berpendapat bahwa baik dari Dinas 
Pendapatan Daerah maupun Dinas Pertambangan dan Energi selaku Dinas 
yang mengeluarkan izin tambang telah memberikan pengawasan yang cukup 
maksimal terhadap proses penambangan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. 
5. Regulasi 
Regulasi dalam hal ini merupakan peraturan yang melandasi pemungutan 
pajak mineral bukan logam dan batuan, baik peraturan yang berasal dari pusat 
maupun yang berasal dari daerah yang bersangkutan. 
Untuk regulasi dari pusat yang melandasi pemungutan pajak mineral bukan 
logam yaitu UU NO. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
sedangkan untuk regulasi dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2011  Tentang  
Pajak  Mineral Bukan Logam Dan Batuan. 
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Selain itu terdapat inovasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal pemungutan pajak mineral bukan logam, 
yaitu dikeluarkannya Surat Edaran Bupati yang isinya menyatakan bahwa SP2D 
(Surat Perintah Pencairan Dana) para kontraktor tidak akan dikeluarkan oleh 
BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) jika para kontraktor 
belum membayar pajak. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Intensifikasi bapak Z 
bahwa : 
“untuk kontraktor, ada Surat Edaran Bupati yang mengatakan bahwa para 
kontraktor tidaka akan dibayar oleh Pemerintah Daerah jika tidak bayar 
pajak. Nah disitu baru ada peningkatan yang bayar pajak.”(wawancara 
tanggal 16/01/2016) 
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa masih banyak wajib pajak 
yang belum sadar untuk membayar pajak. Tetapi dengan adanya surat edaran 
bupati tersebut adanya peningkatan wajib pajak yang terdaftar seperti yang 
tertera pada tabel daftar wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
telah penulis paparkan sebelumnya, namun walaupun ada peningkatan tetapi 
belum sejalan dengan tercapainya target dan realisasi yang ditentukan. 
Selain dari Surat Edaran Bupati yang telah disebutkan sebelumnya, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu juga telah melakukan sosialisasi 
mengenai peraturan pembayaran pajak. Hal ini dijelaskan oleh kepala Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bapak IB bahwa: 
“untuk pajak mineral bukan logam dan batuan atau biasa kita sebut bahan 
galian C sosialisasiny kita menggandeng stakeholder terkait. Kita 
memfasilitasi peraturan perundang-undangan yang ada untuk pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan, kita melihat daerah yang memiliki 
potensi bahan galian C kita beritahu dan kita sosialisasikan peraturan 
perundang-undangannya´ (wawancara tanggal 28/12/2015) 
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Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan 
sosialiasai mengenai peraturan dari pusat maupun Peraturan Daerah mengenai 
perpajakan yang dilakukan setiap tahun anggaran. Sosialisasi ini dilakukan 
kepada dinas-dinas terkait dan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Tanah 
Bumbu. 
VI.2.2 Ekstensifikasi 
Selain Intensifikasi, upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari segi 
pajak juga dapat dilakukan dengan cara Ekstensifikasi. Dari segi ekstensifikasi 
tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, hal ini 
dikarenakan ekstensifikasi dilakukan dari pusat. Selain itu dikeluarkannya UUD 
No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa segala jenis 
kegiatan dalam bidang pertambangan akan diambil alih oleh Provinsi. Sehingga 
segala pengurusan surat izin dalam bidang pertambangan di Kabupaten Tanah 
Bumbu diambil alih oleh Provinsi Kalimantan Selatan namun, dari segi 
pemungutan pajak tetap dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.  
Dari segi pengukuran Ektensifikasi peneliti melihat dari segi potensi-potensi 
bahan galian golongan C yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari hasil 
observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, di Kabupaten Tanah Bumbu 
masih banyak menyimpan bahan-bahan yang masih dapat dieksploitasi. 
Eksploitasi bahan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu masih sekitar 13%, 
masih banyak potensi-potensi tambang yang belum dieksploitasi Karena belum 
adanya perusahaan (investor) untuk mengolah bahan tambang tersebut. Seperti 
yang dikatakan oleh pegawai teknis dinas pertambangan yaitu pak N 
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 “ dari seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang sudah dieksploitasi 
baru sekitar 13-15%, masih hanya terbatas pada pasir / kerikil, batu 
gunung, tanah uruk, batu pondasi, split, batu kapur, pasir kwarsa, 
sedangkan batuan jenis batu Gamping dan pasir kwarsa masih belum 
dieksploitasi karena belum ada perusahaan yang mau 
mengeksploitasi.”(wawancara tanggal 05/01/2016) 
Kemudian ditambahkan oleh pak AU selaku Sekretaris Dinas Pertambangan 
dan Energi bahwa : 
 “kan untuk bahan galian golongan C hanya terbatas pada bahan 
bangunan saja, jadi minat dari perusahaan itu belum banyak. Selain itu 
mulai tahun ini untuk segala macam bentuk pertambangan akan diambil 
alih oleh provinsi dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2014, jadi untuk 
kedepannya yang mengeluarkan izin tambang itu yah provinsi”(wawancara 
tanggal 05/01/2016) 
Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sekretaris 3 Kabupaten Tanah 
Bumbu bahwa : 
“pemasukan dari bidang pertambangan tiap tahun kita usahakan untuk ada 
peningkatan untuk tahun kemarin kami usahakan untuk ada peningkatan 
sebesar 250 M. Ini sudah kita liat dari dana royalty dan dana bagi hasil dari 
provinsi dan pusat, namun untuk tahun 2016 kami belum ada target untuk 
peningkatannya karena dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 semua urusan dalam bidang pertambangan diambil alih 
oleh provinsi jadi untuk dana bagi hasilnya dengän provinsi kami belum tau 
bagaimana dan berapa besarnya”(wawancara tanggal 28/12/2015). 
 
Dari wawancara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dengan 
diundangkannya UUD No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
menyebabkan adanya perubahan dalam bidang pertambangan, ini juga akan 
berdampak pada pendapatan daerah dari sektor tambang secara umum, 
walaupun begitu untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan itu sendiri 
pemungutannya tetap diberikan kepada daerah. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan yaitu:  
Dalam upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu, dilakukan dengan 2 cara yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
1. Intensifikasi 
Untuk pengukuran intensifikasi digunakan 5 indikator yaitu: 
a. Sistem dan prosedur yang tidak berbelit-belit membuat para wajib 
pajak tidak merasa terbebani dalam proses membayar pajak 
b. Petugas pemungutan pajak yang masih kurang baik dalam hal jumlah 
maupun keterampilan, dikarenakan kurangnya pelatihan yang diikuti. 
c. Sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pemungutan 
pajak masih belum memadai karena dari segi jumlah masih sangat 
kurang. 
d. Pengawsan yang telah diusahakan secara maksimal oleh pemerintah 
daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ini Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi selaku stakeholder 
terkait. Pengawasan dilakukan baik dalam bentuk pengawasan 
secara langsung maupun pengwasan secara tidak langsung. 
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e. Regulasi yang melandasai pemungutan pajak telah dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan 
regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu yaitu  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 
Tahun 2011 serta Surat Edaran Bupati Tanah Bumbu Tentang 
Himbauan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
Dari beberapa point diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak 
mineral bukan logam dan batuan belum optimal, hal ini dikarenakan belum 
tercapainya target dan realisasi yang telah ditentukan. Pada tahun 2010 hingga 
2012 tidak mencapai target. Pada tahun 2013 melebihi target yang ditentukan 
namun turun lagi sekitar 46.69% dari pencapaian tahun sebelumnya, yang terjadi 
dikarenakan beberapa hal yang telah disebutkan di atas. 
2. Ekstensifikasi 
Dari segi pengukuran Ektensifikasi peneliti melihat dari segi potensi-potensi 
bahan galian golongan C yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari hasil 
observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, di Kabupaten Tanah Bumbu 
masih banyak menyimpan bahan-bahan yang masih dapat dieksploitasi. 
Eksploitasi bahan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu masih sekitar 13%, 
masih banyak potensi-potensi tambang yang belum dieksploitasi Karena belum 
adanya perusahaan (investor) untuk mengolah bahan tambang tersebut. Selain 
itu dikeluarkannya UUD No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
dikatakan bahwa segala jenis kegiatan dalam bidang pertambangan akan diambil 
alih oleh Provinsi. Sehingga segala pengurusan surat izin dalam bidang 
pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu diambil alih oleh Provinsi Kalimantan 
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Selatan namun, dari segi pemungutan pajak tetap dipungut oleh pemerintah 
kabupaten/kota.  
V.2 Saran 
1. Untuk Petugas pemungutan pajak diadakannya penambahan dari segi 
jumlah, selain itu disiapkannya dan untuk pelatihan yang ditujukan 
untuk peningkatan keterampilan para petugas pemungutan pajak. 
2. Penambahan Sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses 
pemungutan pajak misalnya kendaraan roda 2 sehingga 
mempermudah petugas pemungutan pajak pada proses pemungutan 
pajak untuk pencapaian target yang telah ditentukan. 
3. Melakukan usaha-usaha atau membuat inovasi baru yang dapat 
menarik investor/perusahan untuk masuk dan mengekploitaso bahan-
bahan galian c yang masih belum dieksploitasi sehingga akan mencul 
objek-subjek pajak baru yang akan menambah pemasukan dari sektor 
pertambangan. 
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PERSYARATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUAN 
 
Nama Perusahaan  :  
Kode Wilayah :  
Lokasi :  
Luas :  
Bahan Galian :  
 
No Persyaratan 
Dokumen 
Keterangan 
Ada Tidak Ada 
1. Administrasi 
a. Surat Permohonan 
b. Susunan Pengurus dan Daftar pemegang 
saham 
c. Akta Pendirian Perusahaan 
d. SIUP 
e. SITU 
f. NPWP 
 
   
2. Teknis 
a. Peta Wilayah dan Koordinat 
b. Laporan Lengkap Eksplorasi 
c. Laporan Studi Kelayakan 
d. Rencana Reklamasi dan Pascatambang 
e. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 
f. Rencana Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Penunjang 
g. Tenaga Ahli Pertambangan / Geologi 
 
   
3. Lingkungan 
Pernyataan kesanggupan mematuhi 
peraturan perundang-undangan di bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan 
 
   
4. Finansial 
a. Bukti Pembayaran Iuran Tetap  
b. Retribusi Daerah 
 
   
 
  
 
 
 
  
  
 
 
PERSYARATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI 
 
Nama Perusahaan  :  
Kode Wilayah :  
Lokasi :  
Luas :  
Bahan Galian :  
No Persyaratan 
Dokumen 
Keterangan 
Ada Tidak Ada 
1. Administrasi 
a. Surat Permohonan 
b. Susunan Direksi dan Daftar pemegang 
Saham 
c. Surat Keterangan Domisili 
 
   
2. Teknis 
a. Daftar Riwayat Hidup dan Surat 
Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan / 
Geologi 
b. Peta WIUP dan Koordinat 
c. Laporan Rencana Kegiatan Eksplorasi 
d. Rencana Kerja dan Biaya 
 
   
3. Lingkungan 
Pernyataan kesanggupan mematuhi 
peraturan perundang-undangan di bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan 
 
   
4. Finansial 
a. Iuran Tetap 
b. Retribusi Daerah 
 
   
 
 Batulicin,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSYARATAN PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN 
 
Nama Perusahaan  :  
Kode Wilayah :  
Lokasi :  
Luas :  
Bahan Galian :  
No Persyaratan 
Dokumen 
Keterangan 
Ada Tidak Ada 
1.  
a. Surat Permohonan 
b. Akta Perusahaan 
c. SIUP, SITU, TDP 
d. Surat Keterangan Domisili 
e. Peta dan koordinat wilayah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
